
 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR 22 TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 

MORATORIUM IZIN PEMBANGUNAN PERUMAHAN  
PADA KAWASAN GERAKAN TANAH DI KABUPATEN SUMEDANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang : a. bahwa pertumbuhan pembangunan perumahan di 

Kabupaten Sumedang sangat pesat, sehingga dalam 
upaya pencegahan terjadinya bencana alam longsor dan 
melindungi keselamatan penghuni rumah dan 

masyarakat diperlukan pengaturan dan pembatasan di 
dalam pemanfaatan ruang yang berada pada pola ruang 

kawasan rawan bencana alam gerakan tanah; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Moratorium Izin Pembangunan 
Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten 

Sumedang; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1950  tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4721 ); 

4. Undang-Undang … 
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4722); 
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5883); 

11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang 
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan 
Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 91); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2016 Nomor 3); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1); 
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2020 

tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sumedang 
Tahun 2020-2040 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2020 Nomor 130); 
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  MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG MORATORIUM IZIN 

PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA KAWASAN GERAKAN 

TANAH DI KABUPATEN SUMEDANG. 
 

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang. 
2. Bupati adalah Bupati Sumedang. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Moratorium adalah penundaan atau penangguhan izin 
pembangunan perumahan di kawasan gerakan tanah. 

5. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari 
Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang 
dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 
sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. 

6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah Rencana 
Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten 
Sumedang, yang merupakan penjabaran dari Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, dan yang berisi 
tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, 
rencana Struktur Ruang wilayah, rencana Pola Ruang 

wilayah, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan 
Pemanfaatan Ruang wilayah, dan ketentuan 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah 

7. Kawasan Rawan Gerakan Tanah adalah kawasan yang 
berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan 
rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian 
longsor dengan frekuensi cukup tinggi. 

 
 

  BAB II 

MORATORIUM IZIN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI 
KAWASAN GERAKAN TANAH 

 
Pasal 2 

  
 

(1) Dalam rangka pengaturan penataan pemanfaatan ruang 
untuk pembangunan Perumahan di Kawasan Gerakan 
Tanah dan pola ruang lainnya yang termuat dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2018-2038 pada kemiringan lereng di 
atas 9º (sembilan derajat)  atau persen lereng di atas 20% 

(dua puluh persen) berdasarkan hasil pengukuran 
lapangan oleh tenaga ahli berkompeten dilakukan 
Moratorium izin pembangunan Perumahan. 
 
 
 
  

2. Moratorium … 



- 4 - 
 

(2) Moratorium izin pembangunan Perumahan di Kawasan 

Gerakan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru 
berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah. 

 

  Pasal 3 
Dengan adanya Moratorium sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1), penerbitan izin usaha pembangunan 

Perumahan di Kawasan Gerakan Tanah di atas 9º (sembilan 
derajat) atau persen lereng di atas 20% (dua puluh persen) 

dihentikan.  

   

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan 
izin  pembangunan Perumahan di Kawasan Gerakan Tanah 

di atas 9º (sembilan derajat) atau persen lereng di atas 20% 
(dua puluh persen) yang telah disampaikan kepada pejabat 

yang berwenang namun izin mendirikan bangunannya belum 
terbit harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati 
ini. 

 

  BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 
 

 

Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal 25 Februari 2021 

 

BUPATI SUMEDANG, 
 

ttd 
 

DONY AHMAD MUNIR 
  

Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal 25 Februari 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
ttd 

 

HERMAN SURYATMAN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 22 



- 5 - 
 

   

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
   

DADANG RUSTANDI, S.H. 
NIP. 198007152005011015 

 

 


